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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur
efektisiensi penggunaan dana pada salah satu instansi
pemerintah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
pasca penggabungan, vyaitu UPT Balai Pelestarian
Kebudayaan Wilayah X. Objek Penelitian adalah data
sekunder yang tersedia berupa data internal yang diperoleh
secara langsung dengan dokumentasi dari UPT Balai
Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Data yang diperoleh
dari pengumpulan tersebut kemudian diolah dengan
menghitung capaian kinerja, efisiensi, dan nilai efisiensi
dengan menggunakan rumus dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran UPT
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X selama tahun
2023 dilakukan secara sangat efisien dibandingkan dengan
UPT yang sebelum dilakukan penggabungan satuan kerja.
Pelaksanaan anggaran tahun 2022 pada masing-masing
UPT sebelum dilakukan penggabungan pada UPT Balai
Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta
dan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
dalam kategori cukup efisien, sedangkan pada UPT Balai
Pelestarian Nilai Budaya Daerah Isitimewa Yogyakarta
dalam kategori efisien. Pelaksanaan anggaran tahun 2023
masa awal penggabungan menjadi Balai Pelestarian
Kebudayaan Wilayah X dalam kategori sangat efisien.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai  efisiensi
pengelolaan anggaran tersebut adalah realisasi capaian
keluaran kegiatan dan realisasi anggaran. Realisasi capaian
keluaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah
akan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Balai
Pelestarian Kebudayaan Wilayah X perlu meningkatkan
efisiensi pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah
kegiatan jumlah kegiatan yang dilakukan dibandingkan
dengan jumlah kegiatan yang direncanakan, serta
memanfaatkan anggaran secara efisien.
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1. Pendahuluan

Pelestarian kebudayaan memiliki peran integral dalam menjaga dan melestarikan
warisan budaya suatu daerah. UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, sebagai
lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian kebudayaan di wilayah tersebut,
memegang peranan penting dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung
tujuan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terobosan struktural melalui penggabungan
satuan kerja pemerintah telah menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pelayanan publik (Winasta, Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023).

Penggabungan satuan kerja pemerintah, termasuk pada UPT Balai Pelestarian
Kebudayaan Wilayah X, merupakan inisiatif yang diharapkan dapat memperkuat
koordinasi, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya
(Kemendikbudristek, 2022). Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah
dampak perubahan struktural ini terhadap efisiensi pengelolaan anggaran UPT Balai
Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Efisiensi anggaran menjadi parameter kunci untuk mengevaluasi keberhasilan
penggabungan satuan kerja pemerintah dalam konteks pengelolaan anggaran (Winasta,
Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis
bagaimana perubahan struktural, khususnya penggabungan satuan kerja pemerintah,
dapat memengaruhi alokasi anggaran, penggunaan dana, dan akhirnya, efektivitas
pelaksanaan program pelestarian kebudayaan.

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan
mengenai dampak penggabungan satuan kerja pemerintah pada efisiensi anggaran di UPT
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang
dinamika ini, dapat diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan
dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi perubahan struktural, serta
memberikan panduan bagi lembaga serupa di seluruh wilayah.

Analisis efisiensi anggaran pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X
dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana penggabungan
satuan kerja pemerintah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan
anggaran, khususnya dalam konteks pelestarian kebudayaan (Winasta, Kade Yuja Krisna
& Maradona, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuka
wawasan baru dan memberikan kontribusi berarti untuk perbaikan kebijakan dan praktik
manajemen keuangan pada lembaga serupa di seluruh negeri.
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Tabel 1. Serapan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

0
Tahun Instansi Anggaran Realisasi o

Realisasi
2022 BPNB DIY 10.000.059.000 8.826.857.780 88,27
2022 BPCB DIY 29.392.967.000 28.025.758.950 95,35
2022 BPCB Jateng 30.795.170.000 29.932.963.820 97,20
2023 BPK X 131.862.647.000 129.514.965.549 98,22

Sumber: Laporan Keuangan

Tabel 1 menunjukkan informasi tentang persentase realisasi anggaran UPT Balai
Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 sebesar 88,27%,
persentase realisasi anggaran UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2022 sebesar 95,35%, dan persentase realisasi anggaran UPT Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah sebesar 97,20%. Dengan pasca penggabungan
persentase realisasi anggaran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X sebesar
98,22%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UPT sebelumnya realisasi anggaran terjadi
perubahan setelah penggabungan satuan kerja. Karena kegiatan yang direncanakan belum
sepenuhnya terlaksana, atau semua kegiatan sudah terlaksana secara efisien. Pada tahun
2023 kinerja anggaran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X sudah diukur
berdasarkan capaian indikator kinerja. Namun belum dilakukan pengukuran Kinerja
anggaran terkait efisiensi penggunaan anggaran, oleh karena itu diperlukan penelitian
dengan judul Analisis Efisiensi Anggaran Pasca Penggabungan Satuan Kerja Pemerintah:
Studi Kasus Pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran
tahun 2023 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X pasca penggabungan telah
dilakukan secara efisien? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi
penggunaan anggaran tahun 2023 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.

Penggabungan Satuan Kerja Pemerintah (UPT BPK Wilayah X)

Berdasarkan Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022 bahwa terhitung mulai 1
November 2022, UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (BPCB Jateng),
Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (BPNB DIY), dan Balai
Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (BPCB DIY) bergabung menjadi
UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (BPK X). Merupakan lembaga pemerintah
yang memiliki peran strategis dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya
di suatu wilayah tertentu. UPT BPK X ini memiliki tanggung jawab utama untuk
merawat, memelihara, dan mempromosikan warisan budaya yang ada di wilayah Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kemendikbudristek, 2022).

Tugas pokok UPT BPK X adalah melaksanakan pelesatrian Cagar Budaya (CB) dan
Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang mencakup berbagai kegiatan, seperti
penelitian, dokumentasi, pemugaran, dan penyelenggaraan kegiatan budaya. Melalui
upaya ini, UPT BPK X berperan dalam menjaga identitas budaya, melestarikan tradisi,
serta menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat terkait kekayaan budaya yang
dimiliki. Sebagai lembaga pelestarian budaya, UPT BPK X juga dapat berkolaborasi
dengan pihak-pihak terkait, baik dari sektor publik maupun swasta, guna meningkatkan
efektivitas pelestarian dan pemanfaatan kekayaan budaya. Kolaborasi ini dapat
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melibatkan berbagai pihak, seperti komunitas lokal, ahli waris budaya, dan lembaga
Pendidikan (Kemendikbudristek, 2022).

Penggabungan satuan kerja pemerintah merupakan suatu strategi dalam
perombakan struktural birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik. Proses ini melibatkan pengintegrasian dua atau lebih unit
atau instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab atau fungsi serupa. Tujuan
utamanya adalah mencapai sinergi operasional, menghilangkan tumpang tindih fungsi,
serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Langkah ini biasanya diambil dalam
rangka merespons dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dampak dari penggabungan satuan kerja pemerintah dapat sangat signifikan,
termasuk efisiensi birokrasi, penghematan anggaran, dan peningkatan kapasitas layanan.
Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik,
serta pemahaman mendalam terhadap dinamika internal dan eksternal organisasi yang
bersangkutan.

Efisiensi

Efisiensi anggaran merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau entitas
pemerintahan dalam menggunakan sumber daya finansial secara optimal untuk mencapai
tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, efisiensi anggaran
menjadi elemen krusial dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk menghindari
pemborosan, memaksimalkan output, dan meningkatkan pelayanan publik (Olfah, 2018).

Efisiensi anggaran tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan dana, tetapi juga
melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan
anggaran. Ini mencakup penilaian terhadap tingkat keterlibatan masyarakat, transparansi,
dan akuntabilitas dalam setiap tahapan siklus anggaran (Suliantoro, 2020). Pentingnya
efisiensi anggaran semakin terlihat mengingat keterbatasan sumber daya keuangan dalam
konteks pelayanan publik. Organisasi pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan
dan kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan
memiliki dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis (Kementerian
Keuangan, 2023).

Dampak penggabungan terhadap efisiensi anggaran merujuk pada perubahan
signifikan dalam pengelolaan dana organisasi pemerintah setelah melalui proses
pengintegrasian satuan kerja. Penggabungan ini dapat membawa konsekuensi positif,
seperti peningkatan penggunaan sumber daya secara efektif, atau sebaliknya,
menimbulkan tantangan baru yang dapat mempengaruhi keefektifan alokasi anggaran
(Suliantoro, 2020).

Salah satu dampak positif yang diharapkan dari penggabungan adalah potensi
penghematan anggaran. Melalui integrasi fungsi dan peningkatan koordinasi, organisasi
dapat mengurangi tumpang tindih dan redundansi dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini
diharapkan dapat membawa efisiensi dalam penggunaan anggaran, dengan meningkatkan
efektivitas pelayanan dan mencapai target kinerja (Kementerian PANRB, 2023).

Efisien maksudnya penggunaan dana masyarakat menghasilkan output yang
maksimal. Efektif berarti penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan untuk
kepentingan publik (Nugraeni, Paramitalaksmi, & Wafa, 2022).

Namun, dampak penggabungan terhadap efisiensi anggaran juga dapat mencakup
tantangan. Proses integrasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan
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ketidakpastian, resistensi internal, dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, perlu
dilakukan analisis menyeluruh terhadap perubahan struktural, sistem manajemen
keuangan, dan proses perencanaan anggaran untuk memahami dampaknya secara
komprehensif (Winasta, Kade Yuja Krisna & Maradona, 2023).

2. Metode
Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 berisi mengenai
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur
variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan.
Informasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja operasional meliputi: capaian
keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan
dengan membandingkan hasil perhitungan penjumlahan (3)) dari selisih antara perkalian
alokasi anggaran keluaran dan capaian keluaran dengan realisasi anggaran keluaran,
dengan hasil perhitungan penjumlahan (})) alokasi anggaran keluaran dengan
menggunakan rumus:

n
_ 4~i=1((AAROi xCROi) -RAROI) *

Ero= x100%
RO 1 (AARO;) °

Keterangan : Ero adalah efisiensi RO tingkat satuan kerja, AARO; adalah alokasi
anggaran keluaran, RARO; adalah realisasi anggaran keluaran, CRO; adalah capaian
keluaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari
selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi
anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan
capaian keluaran.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian berupa hasil pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan
cara menggunakan data yang telah ada, seperti Rencana Kerja Anggaran, Laporan
Kinerja, dan Laporan Realisasi Anggaran terhadap Tingkat Efisiensi pada Kantor UPT
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta.

Metode Analisis Data
Penggunaan analisis data untuk mengolah data, memudahkan pemahamam, dan
interprestasi data. Data yang akan dianalisis merupakan bahan penelitian yang berasal
dari penelitian luar ruang dan kepustakaan. Kemudian melakukan analisa untuk menarik
kesimpulan. Adapun tahapan alisis data sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 22/PMK.02/2021 sebagai berikut:
1. Pengukuran capaian keluaran (output) kegiatan dengan menggunakan rumus:

CRO <| |rn RVROi)i 100%
= m X
i=1 TVRO; 0

Keterangan : CRO adalah capaian keluaran kegiatan, RVRO; adalah realisasi volume
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keluaran kegiatan, TVRO; adalah target volume keluaran kegiatan, m adalah jumlah
keluaran kegiatan.

2.

3. Hasil

Pengukuran efisiensi realisasi anggaran sebagai berikut:

E. = ?21((AAROi xCROI) -RAROI) *
RO n (AARO))

x100%

Keterangan : Ero adalah efisiensi RO tingkat satuan kerja, AARO; adalah
alokasi anggaran keluaran, RARO; adalah realisasi anggaran keluaran,
CRO; adalah capaian keluaran

Melakukan transformasi skala efisiensi

Untuk tujuan agar memperoleh skala nilai yang terukur antara 0% sampai
dengan

100%, dengan rumus sebagai berikut:

E
= 0, —_—
NE 50A1+<20><50)

Keterangan : NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi.

Mendefinisikan kategori nilai efisiensi dengan kriteria

Apabila nilai efisiensi menunjukkan lebih dari 90% maka penggunaan
anggaran dikatakan sangat efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan
lebih dari 80% sampai 90% maka penggunaan anggaran dikatakan
efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan lebih dari 60% sampai 80%
maka pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien. Apabila nilai
efisiensi menunjukkan lebih dari 50% sampai 60% maka pelaksanaan
anggaran dikatakan kurang efisien. Apabila nilai efisiensi menunjukkan
dibawah 50% maka pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang
efisien

Dengan perhitungan Efisiensi Anggaran UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 sehingga ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Efisiensi Anggaran BPNB DIY tahun 2022

Kode Nama Realisasi  Capaian — pqoong  Nilai _
Keluaran Keluaran Anggaran  Keluaran (%) Efisiensi  Kategori
(%) (%) (%)

QMAO003 Karya Budaya 92,72 105,26 12,54 81,35 Efisien
Yang
Dilestarikan

EBA994  Layanan 83,3 100 16,7 91,74 Sangat
Perkantoran Efisien

QDCO006  Fasilitasi dan 99,83 100 0,17 50,43 Kurang
Kemitraan Efisien
Nilai Budaya

EBA962  Layanan 79,61 100 20,4 100,98 Sangat
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Umum Efisien

PEGO005 Even Nilai 92,85 114,29 21,43 103,58 Sangat
Budaya Yang Efisien
Dikembangkan
dan
Dimanfaatkan

ABHO001  Kajian Nilai 98,33 100 1,67 54,17 Kurang
Budaya Efisien
TOTAL 88,27 104,85 15,82 89,56 Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 2 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi
anggaran UPT BPNB DIY tahun 2022 secara keseluruhan efisien dengan nilai 89,56%.
Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Layanan
Perkantoran (EBA994), Layanan Umum (EBA962), dan Even Nilai Budaya Yang
Dikembangkan dan Dimanfaatkan (PEGO005). Nilai efisiensi realisasi anggaran Cukup
Efisien terjadi pada keluaran Karya Budaya Yang Dilestarikan (QMAOQ03). Nilai efisiensi
realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran Fasilitasi dan Kemitraan Nilai
Budaya (QDCO006) dan Kajian Nilai Budaya (ABH001).

Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPCB DIY tahun 2022

Realisasi Capaian . Nilai
Kode Nama Efisiensi . .
Keluaran Keluaran Anggaran Keluaran (%) Efisiensi  Kategori
(%) (%) (%)

RDNO15  Cagar Budaya 89,11 119,4 30,3 125,74 Sangat
Yang Efisien
Dilestarikan

QAA003  Masyarakat 98,31 118,28 19,97 99,92 Sangat
Yang Efisien
Mengapresiasi
Cagar Budaya

EBA962  Layanan 98,29 100 1,71 54,29 Kurang
Umum Efisien

EBA994 Layanan 96,26 100 3,74 59,36 Kurang
Perkantoran Efisien
TOTAL 95,35 118,28 9,28 73,21 Cukup

Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 3 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi
anggaran UPT BPCB DIY tahun 2022 secara keseluruhan Cukup Efisien dengan nilai
73,21%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Cagar
Budaya Yang Dilesatrikan (RDNO015) dan Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya
(QAAO003). Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran
Layanan Umum (EBA962) dan Layanan Perkantoran (EBA994).

Tabel 4. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPCB Jateng tahun 2022

Kode Nama Realisasi Capaian Efisiensi Ni-lai . .
Keluaran Keluaran Anggaran Keluaran (%) Efisiensi  Kategori
(%) (%) (%)
ABH006  Naskah 90,11 105,26 9,89 74,73 Cukup
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Pelestarian Efisien

Cagar Budaya
QAA003  Masyarakat 95,44 100 47,33 168,32 Sangat
yang Efisien
Mengapresiasi
Cagar Budaya
RDNO15  Cagar Budaya 96,6 100 24,67 111,68 Sangat
Yang Efisien
Dilestarikan
EBA962  Layanan 90,45 100 9,55 73,88 Cukup
Umum Efisien
EBA994 Layanan 97,97 114,29 2,03 55,08 Kurang
Umum Efisien
TOTAL 97,2 100 1094 7735  Cukup
Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 4 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi
anggaran UPT BPCB Jateng tahun 2022 secara keseluruhan Cukup Efisien dengan nilai
77,35%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran
Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya (QAAOQ003) dan Cagar Budaya Yang
Dilestarikan (RDNO015). Nilai efisiensi realisasi anggaran Cukup Efisien terjadi pada
keluaran Naskah Pelestarian Cagar Budaya (ABHO006) dan Layanan Umum (EBA962).
Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang Efisien terjadi pada keluaran Layanan Umum
(EBA994).

Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPK X tahun 2023

Realisasi Capaian L Nilai
Kode Nama Efisiensi S .
Keluaran Keluaran Anggaran Keluaran (%) Efisiensi  Kategori
(%) (%) (%)
ABHO001  Naskah 94,24 112,5 18,26 95,65 Sangat
Pelestarian Efisien
Warisan
Budaya
QDDO001  Fasilitasi dan 99,15 100 0,85 52,14 Kurang
Kemitraan Efisien
Warisan
Budaya
EBA962 Layanan 93,98 100 6,02 65,06 Cukup
Umum Efisien
PEGO001 Giat Warisan 96,15 111,11 14,97 87,41 Efisien
Budaya
QMAOQ001 Datadan 96,07 100 3,93 59,81 Kurang
Informasi Efisien
Warisan
Budaya
EBA994  Layanan 98,08 100 1,92 54,81 Kurang
Perkantoran Efisien
EBB951 Layanan 99,95 101,41 1,46 53,66 Kurang
Sarana Internal Efisien
RDNOO1  Cagar Budaya, 98,44 139,69 41,26 153,14 Sangat
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ODCB dan Efisien

OPK Yang

Dilestarikan

TOTAL 98,22 12188 2983 12457  Sangat
Efisien

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai Tabel 5 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi
anggaran UPT BPK X tahun 2023 secara keseluruhan Sangat Efisien dengan nilai
124,57%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Sangat Efisien terjadi pada keluaran Naskah
Pelestarian Warisan Budaya (ABH001) dan Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang
Dilestarikan (RDNO001). Nilai efisiensi realisasi anggaran Efisien terjadi pada keluaran
Giat Warisan Budaya (PEGO001). Nilai efisiensi realisasi anggaran Cukup Efisien terjadi
pada keluaran Layanan Umum (EBA962). Nilai efisiensi realisasi anggaran Kurang
Efisien terjadi pada keluaran Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya (QDD001), Data
dan Informasi Warisan Budaya (QMAOO01), Layanan Perkantoran (EBA994) dan
Layanan Sarana Internal (EBB951).

4. Diskusi
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penggabungan satuan kerja
berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi realisasi anggaran pada UPT Balai
Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.
Tabel 6. Perbandingan Efisiensi Anggaran
NE (%) NE (%) NE (%) NE (%) Kategori

Kode Nama BPCB BPNB BPCB BPK X BPK X
Keluaran Keluaran DIY DIY JATENG 2023 2023
2022 2022 2022
PEGO001 Giat Warisan 103,58 87,41 Efisien
Budaya
QMAOQ001 Datadan 81,35 59,81 Cukup
Informasi Efisien
Warisan
Budaya
ABHO001 Naskah 54,17 74,73 95,65 Sangat
Pelestarian Efisien
Warisan
Budaya
RDNOO1 Cagar Budaya, 125,74 111,68 153,14 Sangat
ODCB dan Efisien
OPK Yang
Dilestarikan
EBA994 Layanan 59,36 91,74 55,08 54,81 Cukup
Perkantoran Efisien
EBA962 Layanan Umum 54,29 100,98 73,88 65,06 Cukup
Efisien
TOTAL 7321 8956 7735 12457  oangat
Efisien

Sumber: Data diolah 2024
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Sesuai Tabel 6 informasi yang diperoleh adalah persentase nilai efisiensi realisasi
anggaran UPT BPK X tahun 2023 secara keseluruhan Sangat Efisien dengan nilai
124,57%. Nilai efisiensi realisasi anggaran menunjukkan pengaruh yang bervariasi
pasca penggabungan yang terjadi pada beberapa keluaran. Nilai efisiensi realisasi
anggaran menunjukkan tren positif pasca penggabungan terjadi pada keluaran Naskah
Pelestarian Warisan Budaya (ABH001) dan Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang
Dilestarikan (RDNO001). Hal ini karena sebelum penggabungan nilai efisiensi pada
keluaran Naskah Pelestarian Warisan Budaya (ABH001) UPT BPNB DIY sebesar
54,17% dan UPT BPCB Jateng sebesar 74,73% pasca penggabungan menjadi BPK X
nilai efisiensi menjadi sebesar 102,29% dan pada keluaran Cagar Budaya, ODCB dan
OPK Yang Dilestarikan (RDNO0O01) nilai efisiensi yang sebelumya UPT BPCB DIY
sebesar 125,74% dan UPT BPCB Jateng sebesar 111,68% pasca penggabungan menjadi
BPK X nilai efisiensi menjadi sebesar 153,14%

5. Simpulan

Sesuai perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi realisasi anggaran pada
UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan UPT Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dalam kategori Cukup Efisien, sedangkan pada
UPT Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Isitimewa Yogyakarta dalam kategori
Efisien. Tingkat efisiensi realisasi anggaran pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah X pada saat tahun pertama berjalan pasca penggabungan menunjukkan dalam
kategori Sangat Efisien. Dengan demikian, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan
anggaran pasca penggabungan dilakukan secara optimal untuk capaian keluaran yang
telah ditentukan bahkan melebihi dari yang telah ditentukan.

Penelitian hanya memfokuskan pada data variabel yaitu Rencana Kerja Anggaran,
Laporan Kinerja, dan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2022 — 2023 karena
berfokus pada periode penggabungan satuan kerja tersebut, terhadap Tingkat Efisiensi
pada UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dan hanya mampu menjelaskan
pengaruh efisiensi anggaran pasca penggabungan. Disarankan Penelitian selanjutnya
mampu memberikan informasi lebih luas seperti perubahan dalam alokasi anggaran,
perbedaan dalam penggunaan anggaran, dan peran manajemen dan kebijakan dalam
rencana anggaran yang belum ditemukan di dalam penelitian ini serta menambah periode
penelitian baik data sebelum dan sesudah periode panggabungan satuan kerja.
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